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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi pengaruh
meningkatnya balap liar di Kota Tegal, mendiskripsikan peran kepolisian dalam
menanggulangi balap liar, serta untuk mengetahui kendala dan solusi kepolisian
dalam menanggulangi balap liar. Kota Tegal merupkan salah satu kota yang masih
sering terjadi kegiatan balap liar. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya
tindak pidana balap liar yang dapat memberikan dampak negative bagi
masyarakat sekitar dan juga pelaku tindak pidana balap liar.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan menggunakan
pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk memberikan
gambaran yang akurat tentang fenomena, fakta-fakta, atau aktivitas mengenai
tindak pidana balap liar di Kota Tegal. Sumber data didapatkan dari sumber data
primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik
kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya tindak pidana balap
liar di Kota Tegal berasal dari faktor lingkungan keluarga, lingkungan sosial,
faktor ekonomi, dan faktor internal dari dalam diri pelaku. Peran kepolisian dalam
menangani kasus tindak pidana balap liar di Kota Tegal yakni dengan melakukan
penegakan hukum yang berlaku, mengajak masyarakat dan instansi terkait untuk
saling bekerjasama dalam penanganan tindak pidana balap liar. Kendala yang
didapatkan oleh Kepolisian Kota Tegal dalam menanggulangi tindak pidana balap
liar di Kota Tegal adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kemahiran joki
dalam mengendarai sepeda motor dengan keccpatan tinggi, serta banyaknya
jumlah pelaku balap liar yang mengikuti tindak pidana balap liar yang tidak
seimbang dengan jumlah aparat kepolisian yang bertugas. Solusi yang diberikan
untuk menangani kendala yang dihadapi dalam tidak pidana balap liar di Kota
Tegal adalah dengan melakukan sosialisiasi dengan merata kepada seluruh
komponen masyarakat, rutin melakukan razia, serta penambahan jumlah personel
aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan dan pemberian tindak lanjut
pada pelaku.

Kata Kunci: Balap Liar, Kepolisian, Yuridis Empiris, Penanggulangan, Kota
Tegal
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ABSTRACT

This study aims to find out the factors that affect the increase in illegal
racing in Tegal City, describe the role of the police in tackling illegal racing, and
to find out the obstacles and solutions of the police in tackling illegal racing.
Tegal City is one of the cities where illegal racing activities still often occur. This
causes an increasing number of illegal racing crimes that can have a negative
impact on the surrounding community and also the perpetrators of illegal racing
crimes.

This research is a qualitative type of research using an empirical juridical
approach. This research is descriptive to provide an accurate description of the
phenomenon, facts, or activities regarding illegal racing crimes in Tegal City.
Data sources are obtained from primary data sources and secondary data
sources. The data collection technique uses literature techniques, document
studies, and interviews.

The results of the study show that the increase in illegal racing crimes in
Tegal City comes from family environmental factors, social environment,
economic factors, and internal factors from within the perpetrators. The role of
the police in handling cases of illegal racing crimes in Tegal City is by enforcing
the applicable laws, inviting the community and related agencies to cooperate
with each other in handling illegal racing crimes. The obstacles obtained by the
Tegal City Police in tackling illegal racing crimes in Tegal City are the low legal
awareness of the community, the skill of jockeys in riding motorcycles at high
speeds, and the large number of illegal racing perpetrators who participate in
illegal racing crimes that are not balanced with the number of police officers on
duty. The solution provided to deal with the obstacles faced in not criminalizing
illegal racing in Tegal City is to socialize evenly to all components of society,
routinely conduct raids, and increase the number of police personnel to arrest and
provide follow-up to the perpetrators.

Keywords: Wild Racing, Police, Empirical Juridical, Prevention, Tegal City
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara berparadigma hukum, berupaya
menegakkan supremasi hukum sebagai pandangan hidup guna mewujudkan
kehidupan yang tertib, aman, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh
masyarakat. Upaya ini selaras dengan cita-cita luhur yang terpatri dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, serta turut andil dalam mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam kehidupan
bermasyarakat yang tertib dan aman, tentu saja tidak ada ruang bagi aktivitas
ilegal yang membahayakan keselamatan dan ketertiban umum. Namun,
fenomena balap liar justru menjadi ancaman yang semakin meresahkan bagi
masyarakat”.

Balap liar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan "street racing"
merupakan aktivitas yang melibatkan kendaraan bermotor, untuk berlomba di
jalan raya secara ilegal dan tidak terkendali®. Fenomena ini tidak hanya
mengancam keselamatan para pelaku dan penonton, tetapi juga
membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat umum yang

menggunakan jalan raya. Aksi balap liar yang dilakukan dengan kecepatan

! Arifin R. And Lestari R.D., ‘Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Balap Liar Di Kota Pekanbaru’, Jurnal Hukum Respublica, 18.2 (2019), 411-28.

? Simanungkalit M, Street Racing: Ancaman Keselamatan Di Jalan Raya (Yogyakarta:
Andi, 2019).



tinggi dan manuver ekstrem dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas
yang berpotensi menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelanggaran ketertiban
umum diatur dalam Pasal 503 ayat (1) yang berbunyi: "barang siapa
membikin ingar atau riuh, sehingga ketenteraman malam hari dapat
terganggu". Sementara itu, membahayakan keselamatan jiwa seseorang diatur
dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi: "barang siapa karena kesalahannya
(kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" dan Pasal 360 KUHP yang
berbunyi: "barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan
orang lain mendapat luka-luka berat"”.

Balap liar tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa
dampak negatif yang cukup serius bagi masyarakat. Beberapa dampak negatif
dari balap liar antara lain mengancam keselamatan masyarakat, mengganggu
ketertiban umum, merusak fasilitas umum, dan menciptakan citra negatif bagi
kota tempat kejadian tersebut terjadi. Dampak negatif yang paling nyata dari
balap liar adalah mengancam keselamatan masyarakat yang menggunakan
jalan raya. Selain mengancam keselamatan, balap liar juga berpotensi
mengganggu ketertiban umum. Suara bising dari knalpot racing, asap
knalpot, serta kemacetan yang ditimbulkan oleh aktivitas balap liar dapat
mengganggu kenyamanan dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi balap.
Dampak negatif lain dari balap liar adalah rusaknya fasilitas umum, seperti

jalan raya, trotoar, dan perlengkapan jalan lainnya. Aksi balap liar yang

® Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 32nd Edn (Jakarta: Bumi Aksara,
2016).



melibatkan kecepatan tinggi dan manuver ekstrem dapat menyebabkan
kerusakan pada permukaan jalan, pagar pembatas, dan rambu-rambu lalu
lintas. Terakhir, fenomena balap liar yang terus berlangsung dapat
menciptakan citra negatif bagi kota tempat kejadian tersebut terjadi. Balap
liar yang sering terjadi di suatu kota dapat menimbulkan persepsi bahwa kota
tersebut tidak aman dan tertib, sehingga dapat mempengaruhi minat investasi
dan pariwisata®.

Fenomena aksi balap liar yang dilakukan oleh anak muda dan remaja
semakin meningkat, terutama di wilayah perkotaan dan pedesaan. Salah satu
contohnya terjadi di kota Tegal. Di kota ini, kasus balap liar masih sering
terjadi dan mengganggu kenyamanan warga. Hal ini terungkap dalam
kunjungan Kapolres - Tegal ke Kelurahan Kagok, Kecamatan Slawi,
sebagaimana diberitakan: Kapolres Tegal AKBP Mochammad Sajarod Zakun
beserta rombongan mengunjungi Kelurahan Kagok, Kecamatan Slawi pada
24 Maret 2023. Kunjungan ini- dalam rangka bertatap muka dengan
masyarakat dan menampung aspirasi mereka. Salah satu warga
menyampaikan keluhannya tentang masih seringnya terjadi balap liar di
daerah tersebut yang mengganggu kenyamanan warga. Pelanggaran lalu
lintas ini berupa ajang balapan liar yang berlangsung dari malam hari hingga
pagi hari ketika jalanan mulai sepi. Kegiatan balap motor liar ini sangat
berisiko karena dilakukan tanpa menggunakan perlengkapan keamanan

seperti helm, sarung tangan, pelindung siku, dan jaket berkendara. Seringkali,

* 1. Gunawan And L. Mulyadi, ‘Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Balap Liar Di
Wilayah Hukum Polres Malang Kota’, Jurnal Penegak Hukum Dan Keadilan, 1.1 (2020), 69-80.



motor yang digunakan untuk berlomba pun tidak dilengkapi dengan surat-
surat yang diperlukan dan disertai dengan knalpot yang tidak sesuai dengan
regulasi dan peraturan lalu lintas. Tidak hanya membahayakan diri sendiri,
balap liar ini juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya karena
dilakukan di jalanan umum®.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya balap liar, antara
lain faktor psikologis, faktor lingkungan, kurangnya pengawasan dari pihak
berwenang, serta minimnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh
pemerintah untuk menyalurkan minat dan hobi balap secara legal dan aman.
Faktor psikologis, terutama pada kalangan remaja, menjadi salah satu
pendorong utama terjadinya balap liar. Pada usia remaja, dorongan untuk
mencari jati diri, mengekspresikan diri, dan mencari sensasi baru sangat kuat.
Balap liar dianggap sebagai ajang untuk membuktikan keberanian dan
mendapatkan pengakuan dari teman sebaya. Selain itu, lingkungan pergaulan
yang kurang baik, seperti bergabung dengan kelompok atau geng yang sering
melakukan balap liar, juga dapat mempengaruhi seseorang untuk ikut terlibat
dalam aktivitas tersebut. Minimnya pengawasan dan penegakan hukum yang
tegas dari pihak Kepolisian dan instansi terkait juga menjadi salah satu
penyebab terjadinya balap liar. Kurangnya pengawasan membuat para pelaku
merasa bebas untuk melakukan aksi balap liar tanpa takut tertangkap atau
mendapat sanksi. Terakhir, kurangnya sirkuit balap resmi dan fasilitas

olahraga otomotif yang memadai juga turut berkontribusi dalam munculnya

® Suara Indonesia, ‘Balap Liar Dan PJU Jadi Pembahasan Jumat Curhat Kapolres Tegal Di
Kelurahan Kagok Slawi’, Suara Indonesia (Tegal, 2023).



fenomena ini, karena mendorong para penggemar balap untuk melakukannya
di jalan raya umum®.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan, dalam menghadapi
tantangan penanggulangan balap liar ini, peran Kepolisian sebagai institusi
penegak hukum menjadi sangat krusial. Kepolisian memiliki tanggung jawab
untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam
menangani masalah balap liar yang semakin meresahkan. Oleh karena itu,
upaya penanggulangan balap liar harus dilakukan secara komprehensif dan
dengan melibatkan berbagai pihak terkait’. Undang-undang ini mengatur
tugas, fungsi, dan wewenang Kepolisian dalam menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat, termasuk dalam menanggulangi fenomena balap liar.
Pada Pasal 15 ayat (1) huruf ¢, disebutkan bahwa Kepolisian bertugas
menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan (Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002)°.

Aparat yang berwenang mencerminkan kekuasaan. Setiap aparat
memiliki fungsi yang memberikan kewenangan. Kewenangan melahirkan
hak-hak kepada aparatur negara. Di dalam kekuasaan itu sendiri, terdapat
fungsi timbal balik antara hukum dan kekuasaan, yaitu kekuasaan memiliki

fungsi terhadap hukum, dan hukum juga memiliki fungsi terhadap kekuasaan.

® Junaidi A., Peran Polisi Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Jalan Raya (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2020).

" Pratama A. A. P. And Paramita L. P. R., ‘Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Yang
Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Badung’, Jurnal Konstruksi Hukum, 2.2 (2021),
266-71.

® Kepolisian Negara Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002,
MCMXCIX.



Melihat fenomena penyimpangan yang dilakukan oleh kalangan anak muda
atau remaja saat ini, sudah waktunya bagi pihak kepolisian, khususnya Polres
Tegal Kota, untuk mengambil prosedur peran yang seharusnya sesuai dengan
hukum atau ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar aksi-aksi
balap liar tidak semakin berkembang dan tidak mengkhawatirkan pengguna
jalan atau masyarakat. Terdapat beberapa peran utama yang dapat dilakukan
oleh Kepolisian dalam menanggulangi fenomena balap liar, antara lain
melakukan penegakan hukum, meningkatkan pengawasan dan patroli,
melakukan sosialisasi dan edukasi, bekerja sama dengan instansi terkait, serta
meningkatkan keterlibatan masyarakatg. Salah satu peran utama Kepolisian
dalam menanggulangi balap liar adalah melakukan penegakan hukum secara
tegas dan konsisten. Kepolisian harus bertindak tegas dalam memberikan
sanksi kepada para pelaku balap liar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Penegakan hukum ini tidak hanya dilakukan melalui
penindakan terhadap para pelaku balap liar, tetapi juga melalui pemberian
sanksi yang setimpal bagi pihak-pihak lain yang terlibat, seperti penonton,
penyedia lokasi balap, dan pihak-pihak lain yang mendukung terjadinya
aktivitas tersebut. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi Kepolisian
dalam menindak pelaku balap liar yang melanggar peraturan lalu lintas.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian mengatur
dengan sangat jelas kewenangan dan peran polisi. Oleh karena itu, untuk

menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jalan raya, hal ini harus

° Rizky R. M., ‘Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar Di Wilayah
Hukum Polres Gresik’, Jurnal llmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 7.1 (2022),
68-75.



ditangani dengan kesungguhan oleh polisi. Hal ini dilakukan agar tidak
terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor maupun
mobil yang dapat menyebabkan kecelakaan, khususnya dalam mengatasi
balapan liar yang dilakukan kalangan remaja sehingga tidak mengganggu dan
membahayakan pengguna jalan lainnya. Dalam melaksanakan tugas dengan
kesungguhan untuk mengatasi penanggulangan balapan liar, polisi harus
memberi sanksi tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni pada Pasal 115 huruf b dan
Pasal 297 yang menyebutkan bahwa pelaku dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.
3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)™.

Kepolisian juga berperan dalam meningkatkan pengawasan dan
patroli di lokasi-lokasi yang rawan menjadi tempat terjadinya balap liar.
Kepolisian perlu meningkatkan patroli dan pengawasan di jalan-jalan besar
atau lokasi yang sering digunakan untuk balap liar, sehingga dapat mencegah
terjadinya aktivitas tersebut sejak dini. Pengawasan dan patroli yang intensif
tidak hanya dapat mencegah terjadinya balap liar, tetapi juga dapat
menangkap para pelaku secara langsung saat mereka melakukan aktivitas
tersebut. Hal ini akan memberikan efek jera dan membuat para pelaku
berpikir dua kali sebelum melakukan balap liar kembali. Peran lain yang
dapat dilakukan Kepolisian adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada

masyarakat, terutama kalangan remaja, tentang bahaya dan dampak negatif

10 Badan Pusat Statistic, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Badan Pusat Statistic, 2009, 11, 255.



dari balap liar'!. Kepolisian dapat bekerja sama dengan instansi terkait,
seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memberikan penyuluhan
dan edukasi kepada pelajar dan remaja mengenai pentingnya mematuhi
peraturan lalu lintas dan bahaya dari balap liar. Sosialisasi dan edukasi ini
dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti penyuluhan di sekolah-
sekolah, kampanye di media sosial, atau acara-acara khusus yang melibatkan
remaja. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat,
terutama kalangan remaja, mengenai bahaya balap liar, diharapkan dapat
mengurangi minat dan partistpasi dalam aktivitas tersebut.

Pada tahun 2024 Bulan Oktober, kasus balap liar yang berhasil
diamankan oleh kepolisian resor tegal sebanyak 14 kasus. Dari 14 kasus
tersebut, kepolisian berhasil menyita puluhan motor yang digunakan untuk
aksi balap liar tersebut.

Fenomena balap liar merupakan masalah yang cukup serius dan perlu
ditanggulangi secara komprehensif oleh berbagai pihak, terutama Kepolisian
sebagai institusi penegak hukum. Meskipun terdapat beberapa tantangan dan
kendala yang dihadapi, Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam
upaya penanggulangan balap liar, mulai dari penegakan hukum, pengawasan,
sosialisasi, hingga kerja sama dengan instansi terkait dan melibatkan
partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, Kepolisian Resor Tegal Kota
merupakan aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan dan

melaksanakan penegakan ketertiban dalam masyarakat Kota Tegal. Upaya

1 A. Wijayanto And Hartono, ‘Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Balap Liar
Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo’, Jurnal Hukum Unisri, 38.1 (2018), 1-21.



Kepolisian Resor Tegal Kota dalam mengungkap tindak pidana balap liar
sangat dibutuhkan guna mengetahui bagaimana kegiatan balap liar itu
dilakukan, faktor-faktor penyebab tindak pidana balap liar, peran kepolisian
dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar, serta hambatan dan
solusi yang dialami kepolisian dalam mengungkap tindak pidana balap liar
yang kerap kali terjadi di jalanan Kota Tegallz.

Dengan adanya penanganan yang tepat dan penindakan yang tegas
dari pihak kepolisian terhadap aksi balap liar, diharapkan dapat memberikan
efek jera bagi para pelaku balap liar dan menciptakan keamanan serta
ketertiban di jalan raya demi terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul : "PERAN KEPOLISIAN
DALAM MENANGGULANGI BALAP LIAR DI KOTA TEGAL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor yang menyebabkan meningkatnya balap liar di kota Tegal?

2. Bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana balap
liar?

3. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi Kepolisian dalam

menanggulangi tindak pidana balap liar?

12 Sulistyawan A.Y. And Hartanto J.A., ‘Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Surakarta’, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3.2
(2021), 183-198.



Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui faktor yang menjadi pengaruh meningkatnya balap liar.
2. Mengetahui peran dari Kepolisian dalam menanggulangi balap liar.
3. Mengetahui kendala dan solusi Kepolisian dalam menanggulangi balap
liar.
Kegunaan Penelitian
Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat
dari segi teoritis maupun praktis :
1. Secara Teoritis
a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap
perkembangan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana,
mengenai proses penanggulangan tindak pidana balap liar.
b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam
penelitian lain yang berkaitan dengan topik yang sama.
2. Secara Praktis
a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang
bermanfaat bagi masyarakat, praktisi hukum, dan instansi terkait
dalam upaya penanggulangan tindak pidana balap liar.
b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan
masukan kepada aparat penegak hukum yang terlibat dalam

penanggulangan tindak pidana balap liar.
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C. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data dan bahan
penyusunan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

Terminologi merupakan pemaparan definisi atau penjabaran makna
dari istilah-istilah utama yang termuat dalam judul skripsi harus disusun
dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang relevan,
merujuk pada sumber-sumber literatur yang terpercaya, serta berpedoman
pada kamus bahasa Indonesia yang valid.

Beberapa terminologi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi
Balap Liar D1 Kota Tegal".

1. Peran
Dalam kamus besar bahasa indonesia peran adalah sebuah
penugasan atau tanggung jawab yang diemban oleh seseorang atau suatu
entitas dalam rangkaian peristiwa atau aktivitas tertentu.
2. Kepolisian
Kepolisian merupakan institusi atau badan yang memiliki otoritas

dan kewenangan untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan
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melindungi masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku®®.
3. Menanggulangi
Dalam leksikon resmi Indonesia, istilah “menanggulangi”
memiliki beberapa makna yang saling berkaitan. Definisi ini mencakup
tiga aspek utama yaitu kemampuan untuk menghadapi suatu situasi,
kapasitas untuk menghadapi tantangan, dan tindakan pencegahan
terhadap berbagai kemungkinan negatif. Dalam ranah yuridis penegakan
hokum, konsep “menanggulangi” sering kali ditemukan dalam konteks
yang lebih spesifik. Frasa seperti “penanggulangan kejahatan™ atau
“penanggulangan tindak pidana” kerap digunakan untuk menggambarkan
serangkaian langkah strategis. Interpretasi- ini menekankan pada
serangkaian upaya komprehensif yang bertujuan meminimalisir,
mengendalikan, dan pada akhirnya mengurangi insiden criminal atau
pelanggaran hokum dalam masyarakat .
4. Balap liar
Balap liar merupakan suatu kegiatan beradu kecepatan kendaraan,
baik sepeda motor maupun mobil yang di lakukan di jalanan umum,
artinya kegiatan ini sama sekali tidak diadakan di arena balapan resmi

melainkan di jalan raya atau jalan umum®,

B3 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri), Surabaya
(Laksbang Mediatama, 2007).

Y Nursariani Simatupang And Faisal, Kriminologi & Penologi (Medan: Pustaka Prima,
2017), Pp. 196-220.

> Syahputra A. R., ‘Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Balap Liar (Studi Kasus Putusan
Nomor 104/Pid. B/2021/PN Mdn)’, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 9.1 (2022), 22-29.
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5. Kota Tegal
Sebuah wilayah perkotaan yang terletak di Provinsi Jawa Tengah,
Indonesia, yang memiliki otonomi dan kewenangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah dimana cara melakukan sesuatu dengan
menggunakan pikiran pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan
dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai pada
penyusunan laporan.
Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari
beberapa Langkah sebagai berikut:
1. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang diaplikasikan ialah
yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode
yang menguraikan fenomena atau realitas yang terjadi di lapangan
dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum, ketentuan-ketentuan
hukum, maupun regulasi yang berlaku dan berkaitan dengan
permasalahan yang dikaji'®. Dalam hal ini, terkait dengan proses

pelaksanaan upaya penanggulangan aktivitas balap liar.

® Dr. Suyanto And U Press, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif,
Empiris Dan Gabungan (UNIGRES PRESS, 2023).
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2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat
deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-
fakta atau aktivitas yang dilakukan oleh objek yang dikaji. Penelitian
deskriptif berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai suatu
fenomena atau realitas sosial dengan menjelaskan secara rinci variabel-
variabel yang terkait dengan permasalahan yang diteliti'’. Dalam konteks
ini, kegiatan yang dimaksud adalah tindak pidana yang menjadi fokus
kajian.
3. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan untuk memahami
suatu fenomena yang terjadi yang dialami subjek penelitian. Metode
kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang
alamiah.”® Penelitian kualitatif diperdalam berdasarkan fenomena
sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian,
tempat, dan wkatu. Adapun latar sosial gambaran lebih lengkap
sehingga ketika melakukan penelitian peneliti dapat mengembangkan

pernyataan dasar berupa apa, dan bagaimana kejadian itu terjadi,

' S.TM.H. Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian
Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis (Cv. Dotplus
Publisher, 2022).

'8 Msi. Prof. Dr. Suryana, ‘Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Prakatis
Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif’, Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, 1-243
<Https://Doi.Org/10.1007/S13398-014-0173-7.2>.
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siapa yang terlibat, kapan kejadian itu terjadi, dan dimana tempat
kejadiannya. Oleh sebab itu dibutuhkan beberapa syarat yang harus
diikuti untuk meleaksanakan pendekatan kualitatif.

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.*®
Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menemukan pemahaman
yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang
partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu,
tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial
yang menjadi focus penelitian. Berdasarkan fokus tersebut, kemudian
ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak
tentang kenyataan-kenyataan.

b. SumberData
1) DataPrimer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya
melalui wawancara dengan wawancara dalam hal ini adalah
mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti

sehinggamemperoleh data®

9 Marinu Waruwu, ‘Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif,
Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)’, Jurnal
Pendidikan Tambusai, 7.1 (2023), 2896-2910.

208 Tripa, Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum (Bandar Publishing, 2019).
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2) DataSekunder
Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui studi kepustkaan.
Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang
berkaitandengan penelitian.
a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat, meliputi:
(1) Undang-undang Dasar NEGARA Republik Indonesia
Tahun 1945
(2) KitabUndang-undang HukumPidana (KUHP)
(3) KitabUndang-undang Hukum AcaraPidana (KUHAP)
(4) Undang-undangNo22 Tahun2009tentang LLAJ
(5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
NegaraRepublik Indonesia
b) BahanHukum Sckunder
Penulisan memanfaatkan sumber bahan sekunder yang
meliputi skripsi, tesis, disertasi hukum, serta jurnal-jurnal
hukum.
c) BahanHukum Tersier
Sumber bahan hukum tersier yang digunakan berasal

dariwebsite,e-book,dan jurnalhukumonline.
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4.

LokasiPenelitian

Lokasi penelitian adalah di Kepolisian Resor Tegal Kota yang
beralamat di JI. Pemuda No.2, Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat., Kota
Tegal,Jawa Tengah 52313.
Metode PengumpulanData

Dalam rangka mengumpulkan data penelitianini, ada beberapa
teknik yang diaplikasikan, antaralain:
a. PenelitianKepustakaan(Library Research)

Untuk memperoleh data teoritis, dilakukan dengan menelaah
dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang
dibahas, terutama yang relevan dengan judul penelitian. Studi
kepustakaan ini memanfaatkan fasilitas Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam
Sultan Agung, sertabuku-bukureferensilainnya.

b. StudiDokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan
menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang diperoleh di lapangan
daripihak-pihak terkaityangberkaitan dengan penelitianini.

c. Wawancara

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, dilakukan

wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara dilakukan

dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait

217 Ali, Metode Penelitian Hukum (Sinar Grafika, 2021).
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dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Kepolisian Resor
Tegal.
AnalisisData

Dalammenganalisis data, digunakan metode analisis kualitatif, yaitu
suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data
deskriptifanalitis adalah data yang dikumpulkan tanpa menggunakan angka-
angka atau pengukuran, sehingga pernyataan responden secara tertulis atau
lisanditeliti dan dipelajarisebagai suatu kesatuan utuh®.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, dilakukan
pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan, dan
merapikan data tersebut. Selain itu, digunakan juga teknik kodifikasi, yaitu
meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak terkait
penelitian ini dengan cara mengelompokkannya dalam kategori-kategori

tertentuyangsudah ditetapkan.

G. JadwalPenelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada rentang waktu tahun 2024.

H. SistematisPenulisan

Secara umum, susunan penulisan skripsi yang berjudul "Peran Kepolisian

Dalam Menghadapi Tantangan Penanggulangan Balap Liar Di Kota Tegal"”

disusunsebagaiberikut:

BABI:PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan gambaran menyeluruh mengenai berbagai aspek

2 S HM.H.C.L.A. Dr. Kadarudin, S.H.S.N.M.H. Dr. Hj. Ria Trisnomurti, And H Ibda,
Penelitian Di Bidang llmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal) (Formaci, 2021).
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serta alasan yang melandasi penulisan skripsi ini, mencakup: latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional,
metode penelitian, dan sistematikapenulisan.
BABII: TINJAUANPUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan kepustakaan yang mencakup tinjauan umum
mengenai: Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Balap Liar Di Kota Tegal.
Tinjauan Pustakapadapenelitianinimeliputi:
A. Tinjauan Tentang Kepolisian
B. TinjauanTentangBalap Liar
C. AspekHukum TerkaitBalap Liar
D. TindakPidanaBalap Liar DalamPerspektiflslam
BABIII: HASILPENELITTANDANPEMBAHASAN

Bab ini menyajikan pokok permasalahan yang dibahas berdasarkan
rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai: Bagaimana peran kepolisian serta
kendaladansolusidalam penanggulangan balapan liardi Kota Tegal.
BABIV:PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi. Bab ini terdiri dari

duabagian, yaitu kesimpulandansaran.
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BABII
TINJAUANPUSTAKA

A. TinjauanTentangKepolisian

1.

DefinisiKepolisian

Asal-usul kata “polisi” dapat ditelusuri ke bahasa Yunani Kuno,
tepatnya dari istilah “Politeia” yang merujuk pada konsep pemerintahan
Negara kota. Istilah ini kemudian mengalami transformasi lingustik,
menjadi “police” dalam bahasa inggris. “polite” dalam bahasa Belanda,
“polizei” dalam bahasa Jerman, dan akhirnya diadopsi sebagai “polisi”
dalam bahasa Indonesia. Kepolisian merupakan lembaga yang bertugas
menjamin keamanan public, menjaga ketertiban social, serta melakukan
investigasiterhadap aktivitas kriminalkajianzg.

Dalam konteks hokum Indonesia, definisi kepolisian tidak
dijabarkan menyeluruh, melainkan terbatas pada aspek fungsi dan
kelembagaan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Pengertian
resmi mengenai kepoliosian dapat ditemukan dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepoloisian Negara Republik Indonesia,
khususyapadaPasal 1 ayat(1),(2),dan(3),yang menyatakan24:

a. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan

lembagapolisisesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1P Siregar, Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana (Penerbit P41,2022), P. 29.
* Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta

Publishing,2009), hal. 111.
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b. AnggotaKepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri
padaKepolisianNegararepublic Indonesia.

c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara
ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

2. TugasKepolisian
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Polri) secara eksplisit menguraikan tugas utama Polri.

Institusi ini diamanatkan untuk menegakkan hokum, memberikan

perlindungan, pengayoman, dan bimbingan kepada masyarakat, dengan

penekanan khusus pada upaya meningkatkan kepatuhan dan ketaatan
terhadap peraturan yang berlaku. Dalam regulasi tersebut, terdpat tiga aspek
fundamental yang menjadi inti dari tugas Polri. Aspek-aspek ini tercermin
baik dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri, yang befungsi sebagai
pedoman etis dan professional bagi setiap anggota kepolisian. Pelayanan
kepada publik menjadi fokus utama, dengan tujuan mencapai standar ideal
yang telah digariskan dalam kedua pedoman tersebut. Implementasi yang
efektif dari prinsip-prinsip ini diyakini akan menghasilkan pelayanan publik
yangunggul, sesuai dengan mandate yang diemban oleh Polri®.

Lebih lanjut, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, khususnya dalam

pasal 13, merincitugas-tugas pokok Polri, yang menyatakan:

% Elvi Alfian, ‘Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik
Terhadap  Penegak  Hukum’,  Legalitas:  Jurnal  Hukum, 12.1 (2020), 27
<Https://Do0i.0rg/10.33087/Legalitas.V12i1.192>.
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Memeliharakeamanandanketertiban masyarakat;

Menegakkan hokum;dan

Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat:

Sementara itu, Pasal 14 ayat (1) huruf (a) sampai (k) menguraikan

lebih detail mengenai pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik

Indonesia, sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 13. Rincian tugas

ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan peran dan tanggung

jawab Polri dalammenjaga keamanandanketertiban masyarakat®®:

a.

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap
kegiatan masyarakatdanpemerintah sesuai kebutuhan;
Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan;

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hokum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap
hokumdanperaturan perundang-undangan.
Turutsertadalampembinaan hokumnasional;

Memeliharaketertiban dan menjaminkeamananumum;

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk

pengawasanswakarsa;

2T BIP, Undang-Undang Kepolisian Negara RI (Bhuana Ilmu Populer, 2017).
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g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai denganhokumacarapidanan danperaturan perundang-undangan
lainnya;

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologikepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian;

i.  Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak
asasimanusia;

J.  Melayani kepentingan warga masyarakat uuntuk sementara sebelum
ditanganiolehinstansidan/ataupihak yangberwenang;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan
tugas lainsesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepolisian

Penyelenggaraan kepolsiian merupakan salah satu fungsi

pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2. Oleh karena itu, asas legalitas menjadi

landasan utama dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian.

Undnag-Undang memberikan legitimasi kepada kepolisian untuk

menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakkan hokum, melindungi, mengayomi, dan
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melayani masyarakat. Prinsip legalitas mengaharuskan kewenangan
kepolisian bersumber dari pertauran perundang-undangan. Secara teroretis,
wewenang yang berasal dari peraturan perundang-undangan dapatdiperoleh
melaluluitigacarayaituatribusi, delegasi,dan mandat®’.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolsiian memiliki kewenangan
untuk menerapkan diskresi atau kebijaksanaan. Diskresi ini didasarkan pada
pertimbangan dan keyakinan pribadi pejabat kepolisian dalam mengambil
tindakan tertentu. Dengan kata lain, diskresi dapat diartikan sebagai
wewenang yang dilaksanakan berdasarkan hokum, namun lebih
menekankan pada pertimbangan moral daripada aspek hokum semata®.
Wewenang kepolisian dibagi menjadi dua kategori: wewenang umum dan
wewenang khusus. Keduajenis wewenang ini diatur dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1), yang merinci berbagai kewenangan
yang dimilikiolehkepolisian dalammenjalankan tugasnyazg:

a. Menerimalaporandan/ataupengaduan;

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
membantu ketertibanumum;

€. Mencegahdanmenanggulangitumbuhnyapenyakitmasyarakat;

d. Mengawasialiran yang dapatmenimulkanperpecahan ataumengancam

suatupersatuandankesatuanbangsa;

2"1.P.D.D. Prasetyo, Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme (PT.
Rajagrafindo Persada,2023), P.45.
% Windy Putri Rahayu, ‘Wewenang Diskresi Kepolisian Yang Tidak Menindak Pendemo Yang
MelangZ%arPeraturan LaluLintas’,3.2(2024),389-409.
1bid
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Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
administrativekepolisian;

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan
kepolisiandalamrangkapencegahan;

Melakukan tindakan pertamaditempatkejadian;

Mengambil sidik jari danidentitas lainnya sertamemotretseseorang;
Mencariketerangan danbarang bukti;

Menyelenggarakan PusatInformasi Kriminal Naisonal;

Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan
dalamrangkapelayananmasyarakat;

Memberikan bantan pengaman dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansilain, sertakegiatanmasyarakat;
Menerimadanmenyimpanbarang temuan untuk sementara waktu

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 15

ayat (2), Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan

perundang-undnagan lainnya,berwenang:

a.

Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan
kegiatanmasyarakatlainnya;

Menyelenggarakanregistrasi danidentifikasikendaraan bermotor;
Memberikan suratizin mengemudikendaraan bermotor;
Menerimapemberitahuan tentangkegiatan politik;

Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan

peledak, dansenjatatajam;
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Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap
badanusahadibidangjasapengamanan;

Memberikanpetunjuk, mendidik, dan melatih aparatkepolisiankhsusus
danpetugas keamanan swakarsadalambidangteknis kepolisian;
Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik
danmemberantaskejahatan internasional;

Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing
yangberada diwilayah Indonesia dengan koordinasiinstansiterkait;
Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi kepolisian
internasional;

Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dlaam lingkung tugas
kepolisian.

Lebih lanjut, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi amanah

wewenang khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002, tepatnya pada Pasal 16 ayat (1). Wewenang khusus ini melengkapi

wewenang umum yang telah disebtkan sebelumnya, memberikan kepolisian

kekuatan hokum tambahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi

menjagakeamanan danketertiban masyarakat:

a.

b.

Melakukanpenangkapan, penahanan, penggeledahan, danpenyitaan;
Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
perkarauntuk kepentingan penyidikan;

Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka

penyidikan;
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Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksatandapengenal diri;

Melakukanpemeriksaan danpenyitaansurat;

Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaanperkara;

Mengadkaan penghentian penyidikan;

Menyerahkanberkasperkara kepadapenuntutumum;

Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak
atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka
melakukantindak pidana;

Memberi petunjuk dan abntuan penyidikan kepada penyidik pegawai
negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri
sipiluntuk diserahkan kepada penuntutumum; dan

Mengadakantindakan lainmenuruthokumyangbertanggungjawab.

FungsiKepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi Negara

yang berada di bawah komando Presiden dan bertugas dalam ranah

penegakan hokum. KOnstitusi Negara Republik Indonesia, tepatnya pada

pasal 30 ayat (4) UUD 1945, mengamanatkan tiga fungsi utama kepolisian

yaitu memelihara keamanan dan ketertiban publik, menegakkan hokum,
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serta memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada
masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut dapat dipandang dari dua perspektif.
Perspektifpertama adalah dimensirepresif, yang berfokus pada pelaksanaan
tugas penegakan hokum. Perspektif kedua adalah dimensi preventif-
persuasif, yang mencakup peran kepolisian dalam melindngi, melayani, dan
mengayomimasyarakat, sertamenjagakeamanandan ketertiban®.

Secara konvensional, fungsi kepolisian diarahkan untuk
mewujudkan keamanan internal, menciptakan ketertiban social,
memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, menegakkan
hokum, dan menerapkan konsep pemolisian masyarakat (community
policing)3l, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara republic Indonesia secara eksplisit menguraikan
fungsikepolisian dalam Pasal 2 yang tertulis “Fungsikepolisian adalah salah
satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hokum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepadamasyarakat™.

Selanjutnya, Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
memberikanelaborasilebohlanjutmengenai fungsikepolisiantersebut:

a. Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik
Indonesiayagdibantuoleh:

1) Kepolisiankhusus;

0p A Alvat, Dialektika Hukum Rasionalitas Dan Aktualisitas Mengapa Keadilan Hukum Tak
Kunjung Tegak (Guepedia),P. 67.

1P R BANGSAWAN, RIWAYAT & KARYA: Sebuah Portofolio (Dinas Pendidikan, Pemuda,
Olahraga, Dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin, 2018), P. 50.
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2) Penyidik pegawainegerisipil; dan/atau
3) Bentuk-bentuk pengamananswakarsa.

b. Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a, b, dan ¢, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-
masing.

B. TinjauanTentangBalapLiar
1. DefinisiBalapLiar

Olahraga balap motor merupakan aktivitas terorganisir yang
umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Kegiatan ini melibatkan
penggunaan sepeda motor dengan berbagai jenis, kecepatan, dan kapasitas
mesin. Tujuan utamanya adalah sebagai ajang kompetisi yang dapat
mengarah pada karir professional sebagai pembalap, didukung oleh prestasi
dan tim pendukung. Meskipun seharusnya dilakukan secara professional,
balap motor terkadang berkembang menjadi kegiatan illegal. Balap liar
adalah kompetisi tidak resmi yang sering diselenggarakan di tempat umum,
khususnya jalan raya, tanpa izin yang sah. Fenomena ini menjadi arena adu
gengsi di kalangan remaja dan sering kali menjadi sarana perjudian dengan
taruhan mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah®.

Balap liar didefinisikan sebagai aktivitas mengendarai kendaraan
dengan kecepatan tinggi tanpa mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh

Ikatan Motor Indonesia (IMI). Kegiatan ini biasanyaberlangsung daritengah

%2 Sonny Hendra Septian, ‘Remaja Dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus Tentang Remaja
Yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar DiJombang)’,1-17.
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malam hingga menjelang pagi ketika lalu lintas mulai sepi. Para pelaku
terkadang berani menghentikan kendaraan yang melintas demi melancarkan
aksi mereka. Dalam konteks balap liar, perjudian menjadi fenomena yang
lazim ditemui. Hal ini sering kali memicu konflik antara pihak-pihak yang
terlibat dalam taruhan tersebut™®.
2. FaktorPenyebabBalapLiar
Khususnya di wilayah perkotaan Tegal, balap liar semakin
meningkat dari tahun ke tahun, mengakibatkan banyak korban luka dan
kematian setiap tahunnya. Kegiatan balap liar ini sangat sulit dikendalikan
dan dihentikan oleh polisi karena banyak unsur yang belum dipahami oleh
remaja. Faktor-faktortersebutadalah:
a.  Mencarikesenangan danpengisiwaktuluang
Remaja sering terdorong untuk melakukan berbagai aktivitas
dalam keseharian mereka, termasuk balap liar, sebagai bentuk ekspresi
diri dan pencarian kesenangan. Mereka cenderung mengikuti dorongan
hati tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau menghiraukan
peringatan, Faktor psikologis seperti kebutuhan akan sensasi dan
keinginan untuk melepaskan diri dari rutinitas juga berperan dalam
mendorong perilaku ini. Kurangnya kegiatan positif yang menarik bagi
remaja dapat membuat balap liar menjadi pilihan untuk mengisi waktu

luang34.

% Aris Wahyu Pamungkas And Pambudi Handoyo, ‘Makna Balap Liar Di Kalangan Remaja
(Komunitas Balap Liar Timur Tengah Motor Mojokerto)’ , Paradigma,4(2016), 1-6.

% B Muh Abdurahman, ‘Penyebab Dan Dampak Balap Liar Kalangan Remaja Desa Barabali
Kecamatan Batukliang®,2019,1-23.
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Eksplorasikemampuankendaraan

Keinginan untuk menguji performa motor menjadi salah satu
pemicu balap liar di kalangan remaja. Mereka ingin membuktikan
kecepatan dan keunggulan kendaraan mereka, serta mengevaluasi
kualitas modifikasi yang telah dilakukan. Kebanggaan yang muncul
ketika motor mereka berprestasi dalam balapan illegal ini menjadi
bentuk validasi diri. Faktor social seperti tekanan kelompok dan
keinginan untuk diakui dalam komunitas juga berperan dalam
mendorongperilakuini35.
Pelariandarimasalah keluarga

Kondisi keluarga yang tidak harmonis, seperti broken home atau
kurangnya perhatian orang tua, dapat mendorong remaja mencari
pelarian melalui balap liar. Aktivitas ini dianggap sebagai cara untuk
melupakan masalah dan mencari kenyamanan di luar lingkungan
keluarga. Psikologi remaja yang dipengaruhi oleh ego yang tidak stabil
mendorong mereka untuk mencari  kebebasan dan bentuk
pemberontakan. Kurangnya komunikasi efektif dalam keluarga dan
absennya figure panutan positif juga berkontribusi pada perilaku
berisikoini*®.

Penyaluranhobidanidentitasdiri

% Erna Ipak R Yudi Harianto, Iin Ervina, ‘Faktor-Faktor Yang Mendorong Balap Liar Pada

Remaja Di Kabupaten Jember’, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951-952.,2020, 1—

7.

% R Kardo And Y Chandra, ‘Perilaku Balap Liar Di Kalangan Remaja Dari Perspektif

Konseling Perkembangan’, PD ABKIN JATIM Open Journal System, 1,2020,321-28.
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Kepemilikan motor sejak usia dini dapat menumbuhkan minat
terhadap dunia otomotifdanbalap. Balap liarmenjadisaranapenyaluran
hobi yang dianggap sebagai bagian dari identitas diri mereka. Mereka
cenderung membentuk kelompok dengan minat serupa, yang dapat
memperkuat perilaku berisiko ini. Kurangnya fasilitas resmi untuk
menyalurkan hobi balap secara aman dan terjangkau juga mendorong
remaja untuk beralih ke balap liar. Selain itunjuga dapat diebabkan
karena rendahnya pemahaman tentang jalur karir yang bias ditempuh
dalamindustry otomotif selainmenjadipembalap37.

e. Motiffinansial

Faktor ekonomi menjadi pendorong signifikan dalam balap liar,
terutama melalui praktik perjudian. Remaja memiliki kebutuhan
finansial tingginamun terbatas dalam sumber pendapatan legal, melihat
balap liar sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang.
Ketidakmampuan mengelola keuangan pribadi dan kurangnya
pemahaman tentang risiko perjudian juga berkontribusi pada masalah
ini. Selain itu, minimnya kesempatan kerja yang sesuai untuk remaja
dapat membuat balap liar terlihat sebagai alternatif yang menarik untuk

menghasilkan uang. Remaja perlu dibekali dengan pemahaman tentang

¥ Lukman Hakim And Budi Purwoko, ‘Explorasi Self Esteem Pelaku Balap Liar Pada Siswa
SMP Di Kabupaten Exploration Self Esteem The Perpetrators Of Racing Of Junior High School
Student In Mojokerto’, Jurnal BK UNESA, 6.3 (2016), 1-9.
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konsekuensi hokum dan social dari keterlibatan dalam perjudian dan
balapanilegal38.

3. DampakNegatifBalap Liar

Balap liar sering dikaitkan dengan perilaku social yang menyimpang.
Aktivitas ini menjadi wadah bagi kaum muda untuk memamerkan
keberanian dan meraih popularitas di kalangan mereka. Dalam upaya
mencapai pengakuan tersebut, para peserta seringkali mengabaikan risiko
yang mengancam nyawa mereka sendiri. Berikut adalah beberapa dampak
signifikan yang ditimbulkan oleh praktik balap liar:

a. Menggangguketertibanumum

Balap liar secara langsung berdampak pada ketenangan dan
kenyamanan masyarakat sekitar. Suara bising dari knalpot yang
dimodifikasi dan deru mesin yang melaju kencang seringkali
mengganggu istirahat warga, terutama padamalam hari ketika aktivitas
ini biasanya berlangsung. Hal ini dapat menimbulkan stress dan
gangguan tidur bagipenduduk disekitarareabalap. Selainitu, kehadiran
kerumunan penonton dan peserta balap liar dapat menciptakan
ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya. Jalan raya yang
seharusnya menjadi fasilitas umum untuk transportasi berubah menjadi
arena balap illegal, membatasi akses dan menimbulkan rasa tidak aman

bagimasyarakatyangingin melintasdi areatersebut™.

% Susanti Sembiring And Yuka Febriana, ‘Balapan Liar Oleh Remaja Di Kota Padang Dalam
Aspek Kriminologi’, Unes Journal Of SwaraJustisia,6.8.5.2017(2022),2003-5.

¥ Andi Mulia Lubis And Sumper Mulia Harahap, ‘Larangan Balap Liar Di Kota
Padangsidimpuan’, Jurnal EIl-Thawalib, 3.1 (2022), 53-64 <Https://Doi.Org/10.24952/El-
Thawalib.V3i1.5084>.
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b. Menimbulkankecelakaanlalulintas yang menyebabkanadanyakorban
Balap liar yang dilakukan di jalan umum sangat meningkatkan
risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecepatan tinggi yang tidak
terkendali, ditambah dengan kondisi jalan yang tidak dirancang untuk
balapan, menciptakan situasi yang sangat berbahaya bagi peserta balap
maupun pengguna jalan lainnya. Kecelakaan yang terjadi akibat balap
liar seringkali fatal, mengingat minimnya perlengkapan keselamatan
yang digunakan oleh peserta. Tidak hanya mengancam nyawa peserta
balap, aktivitas ini juga membahayakan pengguna jalan lain yang tidak
terlibat, seperti pengendara motor, mobil, atau bahkan pejalan kakiyang
kebetulan berada dilokasitersebut. Hal ini dapat mengakibatkan trauma
jangka panjang bagi korban dan keluarganya, serta menambah beban
sosial danekonomibagimasyarakat ™.
c. Menyebabkan potensinya terjadiperjudian
Balap liar sering kali menjadi ajang perjudian terselubung. Para
peserta dan penonton memanfaatkan momen ini untuk bertaruh, baik
dalam skala kecil maupun besar. Praktik perjudian ini tidak hanya
melanggar hokum, tetapi juga dapat memicu berbagai masalah sosial
lainnya.
Keterlibatan dalam perjudian balap liar mendorong seseorang
untuk terjebak dalam lingkaran utang, yang pada gilirannya dapat

memicu tindakan kriminal lainnya seperti pencurian atau pemerasan

“0 Clara Jennifer Manullang, ‘Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar’,
UNES Law Review,5.4(2023),3708-23.
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demi melunasi hutang judi. Selain itu, atmosfer perjudian yang tercipta
di sekitar balap liar dapat menarik perhatian kelompok-kelompok
kriminal yang lebih besar, berpotensi meningkatkan angka kejahatan di
daerah tersebut. Hal ini tidak hanya membahayakan peserta dan
penonton balap liar, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat
secarakeseluruhan®’.
C. AspekHukumTerkaitBalap Liar
Hukum pidana merupakan cabang ilmu hukum yang berfokus pada
pengkajian dan standardisasi konsep kesalahan dari perspektiflegal. Disiplin ini
mempelajari prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Dalam
konteks hukum positif, hukum pidana memegang peran krusial sebagai bagian
integral darisistem hukumsuatu Negara. Fungsinyaadalah menetapkan landasan
dan ketentuan mengatur tindakan-tindakan yang dilarang, disertai dengan
konsekuensihukumbagisetiapindividuyang melanggarnya42.
1. Undang-Undang Lalu LintasDan Angkutan Jalan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dirumuskan untuk mengatur penyelenggaraan transportasi
darat agar selaras dengan ekspektasi masyarakat dan mampu
mengakomodasi dinamika serta kebutuhan terkini dalam bidang lalu lintas
dan angkutan jalan. Pasal 297 dari Undang-Undang ini memuat ketentuan
pidana yang ditujukan kepada pelaku balapan liar di jalan umum,

sebagaimana diatur dalam Pasal 115 hurufb. Sanksi yang ditetapkan berupa

1 Suardi Suardi, Herman Balla, And Fachrul Rijal, ‘.,Jurnal Litigasi Amsir,10.3 (2023),2.
42 A Wau And Others, HUKUM PIDANA (CV. Intelektual Manifes Media, 2024), P. 135.
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hukuman kurungan maksimal satu tahun satau denda maksimal Rp

3.000.000. Ketentuan ini berlaku bagi setiap pengendara kendaraan

bermotor yang terlibat dalam aksi balapan liar di jalan umum, baik secara

sengajamaupuntidak sengaja43.

Dalam konteks penindakan balpa liar, aparat penegak hukum,
khususnya pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Tegal, memiliki
wewenang untuk menerapkan sanksi berdasarkan Pasal 115 hurufa dan b
Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkurtan Jalan. Penerapan pasal-pasalini
bertujuan untuk menanggulangi dan mencegah praktik balap liar yang
membahayakanpublik dan menggangguketertiban umum.
SanksiHukum Bagi Pelaku Balap Liar

Berikutjenis pelanggaran danmaksimal dendaberdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pelaku dan sasaran pelanggaran, bentuk pelanggaran Pasal dan denda
maksimal**:

a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana
Pasal 115 huruf'b berbalapan d1 jalan di pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta
rupiah).(Pasal297 UUNo022 Taun2009)

b. Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas,
marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan
alatpengamanjalanPasal 275 ayat(1)joPasal 28 ayat(2) Rp250.000,00

(duaratuslimapuluhriburupiah)

“3Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
*Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
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C. Setiap pengguna jalan tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh
petugas Polri sebagai dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3), yaitu dalam
keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk
berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan/atau
mengalihkan arus kendaraan. Pasal 281, yaitu setiap orang yang
mengendarai kendaraan bermotor tidak memiliki Surat1zin Mengemudi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) dipidana dengan
kurungan pidana paling lama 4 bulan dan denda paling banyak Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 282 jo Pasal 104 ayat (3) Rp
250.000,00 (duaratuslima puluhriburupiah).

d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka
ringan dan kerusakan kendaraa dan/atau barang sebagaimana dalam
Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(Pasal310UUNo022Tahun2009)

e. Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor
dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (Pasal 311 UU No 22
Tahun2009)

3. Peraturan Daerah Terkait Penertiban Balap Liar
Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum yang dihasilkan

melalui kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan
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kepala daerah. Dalam struktur perundang-undangan, Perda terbagi menjadi
dua jenis yaitu Perda tingkat Provinsi dan Perda tingkat kabupaten/kota.
Perda provinsi lahir dari kolaborasi DPRD provinsi dengan gubernur,
sedangkan Perda kabupaten/kota merupakan hasil kerjasama DPRD
kabupaten/kota dengan bupati/walikota. Proses pembentukan Perda
mengikuti alur yang mirip dengan penyusunan undang-undang, melalui
tahap perencanaan, penyusunan draf, diskusi dan pembahasan, pengeshaan,
serta pengundangan. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari
pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah dalam konteks otonomi daerah.
Perda yang disusun dengan baik menjadi landasan penting bagi
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal®. Terkait dengan
penanganan balap liar di Kota Tegal, telah ditetapkan regulasi khusus dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban
Umum yang berbunyi “Setiap orang dilarang menggunakan jalan
raya/umumuntuk balapan mobil/motor liar**®
D. TindakPidanaBalap LiardalamPerspektiflslam
Hukum Islam merupakan system hukum yang berakar pada dan menjadi
bagian integral dari agama Islam. Fondasi dan kerangka hukum Islam ditetapkan
oleh Allah, mencakup tidak hanya interaksi antar manusia dan benda, tetapi juga
relasi manusia dengan Tuhan, diri sendiri, sesame, dan benda alam di sekitarnya.

Secara esensial, hukum Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan kententuan

hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, baik secara eksplisitmaupun

%'S.S.M.H. Nelly Dahlia, Dinamika Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak(Cv. AzkaPustaka, 2024), Pp.47—49.
*® peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum.
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implisit, yang mengatur perilaku umat manusia. Tujuan utama hukum Islam
adalah mewujudkan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik secara
individual maupun kolektif. Untuk mencapai tujuan ini, Islam menetapkan
berbagaiaturan berupaperintah danlarangan®.

Fenomenabalap liar motor, yangumumnyadilakukan oleh remaja, dalam
perspektif Islam dapat dikenakan hukum ta zir. Ta ’zir, secara etimologis berarti
mencegah atau menolak, bertujuan untuk mencegah tindakan terlarang. Berbeda
dengan gisas dan hudud yang secarategas diatur dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist,
ta zir lebih fleksibel dan diserahkan kepada kenijaksanaan penguasa atau hakim,
dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keagamaan dalam setiap
pertimbangannya. Dasar hukum ¢a zirmerujuk pada Al-qur’an Surat Al-Ma’idah
ayat2. Tujuan utama pemberlakuanta’ziradalah menghentikan tindak kejahatan,
menegakkan hukum allah, dan memberikan efek jera serta pembelajaran

preventif* A

Yy alal pan ¥ ;’lm S i ¥ g gl Wl
305 da Slad G3ED AAY &l &) Y5 1NN Y5 g
G e Hia i Y50 il gl 1950 s
J.m ulﬁ‘\jiguij 38 G AN alal e aS5ka
W A5 & T osady A e s vy SR

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar
syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan

“"P Tahir And D Handayani, Hukum Islam (Sinar Grafika,2018),P. 119.

“8 Haris Kondang Pradana Nur Chasanah, ‘Analisis Ta zir Dan Undang -Undang Ri No 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Balap Liar Anak Remaja Di
Lingkungan Polres Nganjuk’, Jurnal Transparansi Hukum, 07.1(2024),110-32.
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haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala’id (hewan-
hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para
pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia danrida Tuhannya!
Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau).
Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka
menghalang-halangimu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui
batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat

. 49
siksaan-Nya.”

Dalam konteks hukum Islam, balap liar dianggap sebagai pelanggaran
terhadap aturan Ulil al-Amri atau penguasa yang berwenang. Tindakan yang
melanggar ketentuan syariat dan aturan penguasa dikategorikan sebagaijarimah,
yang dalamkasus balap liartermasuk dalam jarimah ta 'zir. Penanganankasus ini,
dari proses hukum hingga putusan, diserahkan sepenuhnya kepada penguasa
untuk memberikankeputusan yang sesuaidengan situasidankondisipelaku.

Kegiatan balap liar tidak dilakukan pada tempat yang seharusnya
sehingga dapat mengganggu kenyamanan pengendara lain. Dalam Islam tentu
saja melarang kegiatan balap liar karena Islam merupakan agama yang
memberikan ketenangan hati dan kebahagiaan bagi seluruh pemeluknya.
Sedangkan kegiatan balap liar dapat mengganggu kenyamanan bagi Masyarakat.
Sebagaimanadalam Qs. Al-Baqarahayat 195 yang memilikiarti:

"Daninfakkanlah (hartamu) dijalan Allah, danjanganlahkamujatuhkan
(diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat
baiklah. Sungguh, Allahmenyukaiorang-orang yang berbuatbaik."™

Ayat ini menjelaskan bahwa menjaga sikap dan perilaku kita agar tudak

terjerumus dalam kebinasaan seperti halnya pelaku balap liar, mereka sudah

9 Al-Qur’an Surah Al-Ma’idah Ayat2
%0 Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 195
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mengetahui bahwa hal ini dapat membahayakan dirinya dan orang lain namun
tetap melakukannya. Hal ini sama saja dengan mereka tidak peduli dengan
keselamatan dirinya sendiri dan menjerumuskan dirinya sendiri pada celaka dan
kebinasaan. Dalam hadist Rasulullah juga terdapat dalil yang menyatakan bahwa
tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan memnimbulkan bahaya bagi
oranglain (HR. IbnuMajah).>*

Dalam hukum Islam, sifat yang mewakili hukum pidana terdapat Jarimah
dan Jinayah. Jarimah adalah perbuatan yang apabila dilakukan menimbulkan
menyebabkan kerugian dan kerusakan pada ligkungan Masyarakat dan tempat
tinggal, norma-norma, serta nama atau benda yang harus dihormati atau harus
dipelihara. Dari sudut pandang terminology Al-Mawardi menyatakan bahwa
jariah memiliki definisi merupakan segala kegiatan yang duharamkan dan
dilarang oleh syara yakni melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan
hal-hal yang diperintahkan dengan segala ancaman yang Allah berikan dengan
hukuman had dan fa zir. Di sisi lain, larangan yang dimaksud ialah segala
perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan oleh syara
yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nass. Jarimah ta’zir dibagi menjadi dua
yakni:

1. Jarimahta’ziryangmenyinggunghak Allah
2. Jarimahta’ziryang menyinggunghakindividu
Balap liar termasuk dalam Jarimah ta’zir yang meninggung hak individu,

karena kerugian dan ketidaknyaman yang ditimbulkan dari tindak pidana balap

> Muhammad Kahar And Sohrah Sohrah, ‘Peran Kepolisian Reasort Gowa Dalam
Menanngulangi Balapan Liar Di Kecamatan Pattallassang Kabupataen Gowa Perspektif Hukum
Islam’, Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 1, 1970, 69-80
<Https://Doi.Org/10.24252/Shautuna.V1i2.13721>.
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liar hanya terdapat orang-orang tertentu dan tidak secara langsung kepada

52

masyarakatumum.

aﬁ'**
UNISSULA
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52 R Rokhim, ‘Peranan Kepolisian Dalam Menangani Dan Menanggulangi Balap Liar (Studi
Kasus: Jalur Pantura Kabupaten Demak)
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BABIII

HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

A. FaktorMeningkatnyaTindak PidanaBalap Liar DiKotaTegal

Setiap individu pasti akan mengalami masa pertumbuhan dan
meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, akan
tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab baik terhadap
dirinya maupun terhadap masyarakat. Semakin bertambahnya usia membawa
akibat yang tidak sedikit terhadap sikap, perilaku, kesehatan, dan kepribadian
remaja. Masa remaja adalah masa dimana seseorang mencari identitas diri dan
menyesuaikan dirinya dengan lingkungan remaja yang rawan melakukan
perilaku menyimpang baik secara moral maupun sosial. Kenakalan remaja
biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal menjalani proses
perkembanganjiwa sesuai dengan manusia padaumumnya, yang terjadi baik saat
remaja maupun masa kanak-kanak. Terdapat trauma kerena masa lalunya,
perlakuan kasar, dan trauma terhadap perlakuan kasar dan tidak menyenangkan
terhdap kingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi ekonomi yang
menyebabkan seseorang melakukankenakalan.>

Kenakalan remaja banyak terjadi di lingkungan sekolah, akibat
mudahnya remaja terpengaruh oleh teman sebaya di sekolah maupun di
masyarakat. Bentuk-bentuk kenakalan tersebut antara lain perkelahian remaja,

tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, balapan liar dan

*% Riza Emiliana Masyithoh, Makmuri, And Suprayogi, ‘Kebiasaan Balapan Liar Kalangan
Remaja DiJalan Raya Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara’ , Unnes Civic Education
Journal,3.1(2014)
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lainnya.” Tidak asing terdengar di telinga bahwasanya kegiatan balap liar sangat
popular di berbagai kalangan. Balap liar adalah sebuah kegiatan illegal dimana
para pelakunya melakukan kegiatan adu cepat kendaraan tanpa menggunakan
alat pengaman sesuai standar.”® Pelaku melakukan balap liar atas dasar hobi,
menyalurkan bakat otomotif, obat penghilang stress, akibat ajakan teman, dan
atas keinginan sendiri. Selain untuk meraih kesenangan dan kepuasan terdap
dirinya, pelaku juga melakukan balap liar atas ajang gengsi antar kelompok yang
di imbuhi taruhan uang atau judi sehingga rawan terjadi perkelahian apabila ada
salah satupihak yang curang.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwasanya dalam beberapa tahun
terakhir, masalah kenakalan remaja telah meningkat baik secara kualitatif
maupun kuantitatif. Contoh kenakalan yang paling umum adalah balap motor.
Kegiatan balap liar ini hanya didasarkan pada rasa iseng atau persaingan untuk
mendapatkan sesuatu, saling adu kecepatan kendaraan, yang berdasarkan pada
persaingan, gengsi, uang, atau hanya untuk menarik perhatian orang lain.
Kegiatan balap motor liar biasanya menggunakan motor pretelan yang sangat
membahayakan bagi pengendara, penonton, dan pengguna jalan lainnya. Salah
satu faktor penyebab pelaku melakukan balap liar adalah ketiadaan fasilitas
seperti sirkuit sehingga pecinta dunia balap melakukan kegiatan tersebut di jalan

raya umum. Selain itu, faktor yang menyebabkan seseorang melakukan balap

5 Alpi Wantona, Nur Janah, And Dara Rosita, ‘Fenomena Remaja Melakukan Balapan Liar Di

Kota Takengon’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling, 5.1 (2020), 5567
<Https://Jim.Usk.Ac.1d/Pbk/Article/Download/14778/7154>.

*® Lismaharia Febry, ‘Illegal Racing Among Teenagers (Case Study Junior And Senior High

School Students In Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)’, Jom Fisip, Vol.4 No.
(2017),1-13.
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berasal dari dalam diri sendiri, teman terdekat, lingkungan, dan faktor ekonomi
seseorang sekaligus penyaluranhobi.

Beragam faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus balap liar.
Faktor-faktor tersebut saling memiliki hubungan yakni faktor lingkungan yang
berkaitan dengan pergaulan atau teman dan geografis seperti jarak dengan lokasi
balap liar, ataupun lokasi bengkel yang sering dijadikan tempat berkumpul para
pelakubalap liar. Faktor kedua yakni faktor ekonomi yang tidak pernah lepas dari
lini kehidupan setiap manusia di muka bumi. Seperti diketahui bawa balap liar
yang jika pelaku memenangkan balap maka akan mendapatkan hadiah berupa
uang dengan jumlah dari ratusan hingga jutaan rupiah. Faktor lain yang
meningkatkan peminat balap liar adalah faktor dari dalam diri pelaku mulai dari
hobiyangdimiliki, bakat, ketertarikanuntuk otak atik mesin, kesenangan akan hal
yang dikerjakan. Kemudahan akses mencari peralatan sparepart yang smakin
mudah, kondisi jalanan yang memadai dimanfaatkan oleh pelaku balap liar.
Remaja yang terlibat dalam balap liar adalah fenomena yag semakin umum,
terutama di kota dan desa. Salah satu contohnya dapat ditemukan di Kota Tegal.
Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya tindak pidana balap liar di
Kota Tegal berdasarkan hasil wawancara yang teah dilakukan peneliti
diantaranyaadalah:

1. FaktorLingkunganKeluarga
Faktor keluarga memilili pengaruh besar terhadap tumbuh kembang

seorang anak menuju dewasa. Keluarga yang berfungsi dengan benar akan

*® Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoheh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA
Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024
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menciptakan hubungan harmonis dan kesejahteraan. Keluarga yang
berfungsi secara efektif akan melakukan pemenuhan kebutuhan anak baik
jasmani maupun rohani seperti pemenuhan kebutuhan primer, sekunder,
tersier, perhatian orangtua, pengawasan, penanaman nilai moral yang baik,
sebagai contoh anak dalam mengambil tindakan dan keputusan, serta
pemberian contoh akhlak yang baik. Begitu juga sebaiknya, keluarga yang
tidak berfungsi dengan baik akan memicu kenakan remaja, salah satunya
balap liar. remaja yang tidak mendapatkan pengawasan langsung dari
orangtuaakan bebasmelakukan apapuntanpa ada yang melarang.>’

Balapan liar merupakan salah satu bentuk pelarian seorang remaja
yang mencari pelarian dari masalah yang ada di keluarga mereka.
Kekurangan kasih sayang dari orangtua akan membuat seorang remaja
mencari kasih sayang dari sosok lain seperti teman dekat atau teman lawan
jenis. Dengan mengikutibalap liariaakanbertemu dengan temannya dimana
iamerasadisayangi.

2. FaktorLingkungan Sosial

Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang cukup signifikan
terhadap pertumbuhan dan pembentukan diri setiap manusia. Balap liar
biasanya dilakukan pada lingkungan yang sepi, jarangdilakukan
penggerebekan polisi, dan kondisi jalan yang minim cahaya. Remaja yang
berbuat baik atau buruk dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial dimana

tempatmerekatinggal. *®

*’Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoheh sebagai PS. KAURMINTU SATSAMAPTA
Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

*® Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoheh sebagai PS. KAURMINTU SATSAMAPTA
Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

46



Lokasi seseorang yang berada di dekat tempat yang sering terjadi
balap liar maka akan membuat masyarakat lingkungan sekitar terlebih
remajaseringmenonton balap liar tersebut. Hal ini dapat memicu terhasutnya
seseorang untuk mengikutibalap liar tanpa berpikir matang terlebih dahulu.
Faktor Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi merupakan bagian paling
penting dari kehidupan manusia. Semua orang membutuhkan uang untuk
memenuhi kebutuhan dari primer, sekunder, hingga tersier. Setiap manusia
membutuhkanuang danmelakukansegalacara supayadapatbertahan hidup.
Balap liar adalah salah satu kegiatan yang menghasilkan uang. Biasanya
kegiatan tindak pidana balap liar menyediakan uang taruhan yang akan
diberikan kepada pelaku yang memenangkan balap. Hal in1 menjadi salah
satu alasan mengapa seseorang melakukan balap liar yang memiliki resiko
yang cukup tinggi. Dengan uang dari hasil balap tersebut mereka dapat
menyambung hidup dan menghidupi dirinya kembali. Status ekonomi
orangtua yang rendah akan membuat keinginan anak tidak terpenuhi,
sehingga anak mencari cara untuk mendapatkan tambahan uang untuk
mengabulkankeinginannya.

Faktor Internal
Faktor internal yakni faktor yang tumbuh dari dalam diri individu itu

sendiri. Faktor internal yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah
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mengenai keinginan seorang individu akan kebebasan, kemandirian, serta
gayahidup.”

Selain itu terdapat juga ketertarikan, kesenagan, hobi, atau selera
individu tersebut tentang hal yang ia sukai. Apabila individu tersebut
menyukai dunia balap motor, hal ini mengakibatkan terjadinya dorongan
kuatbagiseseoranguntuk melakukanbalap liar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diatas maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor meningkatnya kasus balap liar di Kota
tegal dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sosial,
faktor ekonomidan faktorinternal yaitu yang berasal dariindividutersebut.

B. PeranKepolisianDalam Menanggulangi Tindak PidanaBalap Liar

Menyikapiadanya tindakan balap liar yang dapat menimbulkan kerugian
baik bagi pelaku maupun orang lain, peran kepolisian dibutuhkan untuk
menanggulangi adanya fenomena ini. Upaya yang dilakukan untuk dapat
menanggulangi dan mencegah aktivitas balap liar dapat dilakukan dengan
menggunakan beberapa pendekatan seperti penegakan hukum, pemantauan, dan
keterlibatan masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus
dikembangkan potesi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,
kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka
mendukung Pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, otonomi daerah, serta penyelenggaraan negara. Penegakan hukum

berupa penindakan terhadap pelanggaran LLLAJ diatur dalam Pasal 264 sampai
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dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penindakan
pelanggaran ini dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kendaraan bermotor di
jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
(selanjutnya disingkat Petugas Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
bidang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan.” Salah satu bentuk Tindakan yang
diberikan bagi pelaku pelanggaran adalah pemberian surat tilang, menindak
pelaku, orangtua, dan guru. Berikutbeberapa upaya penanggulangan kasus balap
liaryangdilakukanoleh KepolisiandiKota Tegal diantaranyaadalah o

1. PenegakanHukum

Penegakan hukum merupakan suatu tindakan proses dilakukannya
upaya tegaknya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
seorang individu dalam mengambil keputusan baik dalam lalu lintas atau
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum harus ditegakkan
untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan menjaga kedaulatan negara dan
masyarakatsehinggahak setiap wargaterjagadenganbaik.

Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian memiliki wewenang
besar dalam menegakkan hukum dalam penanganan lalu lintas khususnya
pada kasus tindak pidana balap liar. Dasar hukum mengenai Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasal
yang mengatur mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Darat terdapat pada

pasal 115 yakni pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilrang

%0 Amalia Rosanti And Fokky Fuad, ‘Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota’, Lex Jurnalica,
12.1 (2015), 65-78 <Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/147134-1D-Budaya-Hukum-
Balap-Liar-Di-Ibukota.Pdf>.
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mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang
diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan atau berbalapan
dengankendaraanbermotor lain.

Selain itu, terdapat juga pasal 297 yang memberikan dasar hukum
untuk mengatur hukuman bagi pelaku balap liar yakni setiap orang yang
mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana
dimaksud dalam pasa 115 dipidana denan pidana kurungan paling lama 1
tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan
dasar ini, kepolisian dapat mengambil tindakan untuk memberikan sanksi
dan hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan pelanggaran
lalu lintas. Hukuman yang diberikan dapat berupa denda, administratif,
pembinaan, atau tindakan hukum lain yang disesuaikan dengan tingkat
pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidanakhususnyabalap liar.

Pasal 260 UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kepolisian
memiliki kewenangan untuk melaksanakan enindakan dan penyidikan
tindak pidanauntuk penegakan aturan lalu lintas dan menciptakan ketertiban
jalanraya.

Dalam rangka penertiban jalan ini, aparat kepolisian
memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita
sementara kendaraan bermotor yang digunakan untuk tindak pidana,
melakukan pemerikasaan tentang kebenaran barang bukti, meminta
keterangan dari pengemudi dan pemilik kendaraan, melakukan penyitaan
terhadap SIM, STNK, muatan sebagai barang buti, melakukan penindakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, membuat dan

menandatangani berita acara pemeriksaan, menghentikan penyidikan,
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mekaukan penahanan barang bukti, dan melakukan tindakan hukum lain
secara bertanggung jawab.®? Pasal 260 ini memfokuskan untuk diambilnya
langkah-langkah untuk dapat melindungi keamanan dan ketertiban
masyarakat. Dengan ditegakkannya hukum sesuai dengan dasar Undang-
Undang, diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana khusunya
tindak pidana® balap liar baik di Kota Tegal sendiri maupun di seluruh
Indonesia.
2. Keterlibatan Masyarakat

Dalam kasus tindak pidana balap liar, keterlibatan instansi atau
organisasi terkait keamanan, kepolisian, dan masyarakat sekitar merupakan
suatu keputusan yang tepat. Hal ini dikarenakan dalam tindak pidana balap
liar diperlukan kerjasama antar aspek keamanan, kenyamanan, dan
penegakana hukum. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan menyatakan bahwa tugas forum lau lintas dan Angkatan
jalan melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang
mememrlukan keterpaduan dalam merencanakan dan meyelesaikan
masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari unsur Pembina
forum, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.® Pasal 256 poin (2) UU
No 22 Tahun 2009 membahas mengenai peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana masyarakat dapat
berperan dalam pmantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan,

ketertiban, dan kelancararan lalu lintas. Pasal 257 UU no 22 Tahun 2009
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menyatakan bahwa peran serta masyarakat dapat dilakukan secara
perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau orgaanisasi
kemasyarakatan lain sesuaidengan prinsip keterbukaan dankemitraan.

Pasal 258 dikatakan bahwa masyarakat wajib berperan serta dalam
pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika
berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan,
keselamatan, ketertiban, dankelancaran Lalu Lintas dan AngkutanJ alan.®

Dengan demikian, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk
mendukung berjalannya ketertiban dalam berkendara khususunya dalam
kasustindakpidanabalap liar.®®
UpayaPre-Emtif

Upayapre-emtifadalah suatubentuk upayaawal yang dilakukanoleh
pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana
balap liar di Kota Tegal. Upaya-upaya yang yang dilakukan dalam
penanggulangan tindak pidana balap liar secara pre-emtif adalah dengan
melakukan penanaman nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga
norma-normatersebut tercalisasikan dalam diriseseorang®’.

Upaya pre-emtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh
pihak kepolisian Kota Tegal untuk menangani tindak pidana balap liar.
penanganan secara pre-emtif dilaksanakan dengan memberikan

pengetahuan dan edukasi kepadakhalayak umum yangbelumterkomunikasi

®*Undang—UndangNo 22 Tahun 2009
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tindak pidana balap liar sehingga masyarakat paham mengenai hukum dan
tindakan yang harus diambil®.

Upaya pre-emtif yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Tegal adalah
dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi melalui pendekatan kepada
masyarakat sekitar lokasi balap liar. Penyuluhan ini dilakukan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat setempat mengenai dampak yang
terjadiapabilaterjadi tindak pidanabalap liar dan melaporkannya pada pihak
berwajib jika terjadi kejadian tindak pidana balap liar.% Kegiatan ini
dilakukan dengan mengadakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan
workshop dengan tema mengenai penjelasan secara dalam mengenai
dampak negative balap liar baik dari sisi keamanan jalan, resiko kecelakaan,
dan sanksiatau hukuman yang akan didapatkan aabila seseorang melakukan
tindak pidana balap liar. selain itu, dilakukan juga penyebaran pamflet
melaluimedia sosial untuk mencapai target yang lebih luas dan mengedukasi
lebih banyak khalayak masyarakat.”

4. UpayaPreventif

Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah
atau menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak kejahatan. Mencegah
kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik Kembali,

sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, namun upaya ini lebih mudah

%8 Dandy Bagas And Bambang Tri, ‘ Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Penanganan Secara
Preemtif Dan Preventif Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Diwilayah Bnn Provinsi Jawa
Tengah Narcotics Abuse And Preemtif And Prenvetif Handling By The National Narcotics Agency In
The Bnn Region Ce’,2021,121-32.
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dilakukan untuk mewujudkan tercapainya suatu tujuan.”* Adapun beberapa
upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisisan Kota Tegal

erdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis diantaranya adalah

a. Melakukanpatrolirutin

b. Melakukansosialisasidisekolah

c. Penjagaandipos-posyangrawanterjadbalapliar
5. UpayaRepresif

Upaya represifadalah upaya yang bertujuan untuk menertibkan para
pelaku tindak pidana balap liar dan memperbaikinya kembali sehinngga
pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perlakuan
yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Dengan adanya paya ini
diharapkan pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali karena sanksi
yang telah diberikan. Upaya represif ini dilakuak setelah terjadinya tindak
pidanabalaplairdilakanakan.

Adapun upaya represif yang dilakukan Kepolisian Kota Tegal dalam
menanggulangi kasus tindak pidana balap liar berdasarkan hasil wawancara
yangtelah dilakukan olehpenulis diantaranyaadalah™:

a. PenangkapanPelakuBalap Liar
Berdasarkan KUHAP (Hukum Acara Pidana) Bab 5 tentang

penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah,

™ Irfandi Budiman, ‘Upaya Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar (Studi
Kasus Di Polresta Mojokerto)’, Jurnal llmiah Hukum, Volume 26 (2020), 1435-42.
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penyitaan dan pemerikasaan surat Pasal 17, berbunyi: Perintah
penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras
melakukantindak pidanaberdasarkan bukti permulaan yang cukup. &

Informasi mengenai balap liar dapat diperoleh melalui anggota
polisi, intel, rekaman CCTV, dan laporan masyarakat yang mengetahui
atau merasa terganggu dengan suara bising knalpot serta kekhawatiran
akan keselamatan elaku tindak pidana balap liar. Setelah diketahui titik
lokasi diadakannya balap liar, aparat kepolisian segera
mennindaklanjuti dengan pemberian informasi kepada anggota lain
untuk dilakukan operasi penggerebekan. Informasi ini dibagikan via
pesan whatsapp, Instagram maupun dengan cara lain. Setelah regu
terbentuk, apparat kepolisian meluncur ke lokasi kejadian. Biasanya
anggota kepolisian menyamar dengan menggunakan pakaian biasa dan
menangkap pelaku tindak pidana balap liar. Upaya penggerebekan
biasanya dilakukan oleh satu reu yag terdiri dari 15 anggota yang tediri
dari AnggotaSatuan LaluLintas, Sabhara, Intel, dan Reskrim.”

Setelah dilakukan penangkapan, pelaku balap lair akan dibawa
ke Resort Tegal untuk dilakukan keterangan dan penggeledahan.
Penggeledahan dilakukanuntuk mendapatkan barang buktiapabilapara
pelaku memiliki kemungkinan untuk melakukan kejahatan lainnya

seperti pembegalan. Penggeledahan meliputi KTP, SIM, dan STNK.

7 Karina Miranda And Others, ‘Upaya Kepolisian Resor Kota Bontang Dalam Penertiban
Balap Liar Di Kalangan Remaja Pada Daerah Gunung Sari Kota Bontang ABST Rak’, Ejournal
Administrasi Negara,7.2(2019),9086-97.
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Barang bukti yang ditemukan dalam aksi tindak pidana balap motor
biasanya adalah rokok, hp, motor, dan uang yang digunakan pada saat
tindak balap liar berlangsung. Selanjutnya dilakukan pembinaan
dengan melakukan tindakan fisik seperti olahraga, dan menghubungi
keluarga pelaku untuk melakukan penjemputan. Pembinaan juga
dilakukan dengan pemberian informasi supaya pelaku tidak melakukan
perbuatn menyimpang lagi dan memberikan kesematan kepada para
pemuda untuk berubah menjadi lebih baik. Namun, setelah dilakukan
penggerebekan, penagkapan, dan pembinaaan, masih belum ada efek
jeradariproses penagkapanterhadap pelakubalap liar.”
b. PemberianSanksi Dan Hukuman

Sanksi yang diberikan kepada peaku balap liar biasanya adalah
penyitaan kendaraan yang dipakai pada saat pelaksaan balap liar.
Keputusan pengadilan terhada motor-motor tersebut bisanya berupa
denda administratif. Motor yang tidak memenuhi standar dapat diambil
apabila dirubah menjadi motor standar yang dilakukan langsung di
kantorpolisi dimana tempatmotor tersebtuberada.”

Sanksi yang diterima oleh pelaku yang melakukan tindak pidana
balap liar berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 Ayat 5

yang berbunyi : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor
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dijalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling
rendahsebagaiana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf g atau Pasal
115 huruf a dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda
sebanyak Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Pasal lainnya yang
mengatur mengenai sanksi balap liar adalah Pasal 297 yang berbunyi:
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di
Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf'b dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp.3.000.000,00 (tigajutarupiah).

Berdasarkan hasil penelitian dengan Undang-Undang yang berlaku
ternyata apa yang dibharapkan sudah sesuai dengan sanksi yang seharusnya
diberikan. Sedangkan, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dengan
sejumlah narasumber serta pengamatan langsung, didapatkan keterangan bahwa,
pemberian sanksi terhadap pelaku balap liar dengan memberikan sanksi surat
pernyataan, penahanan motor hingga berbulan-bulan apabila surat-surat yang
dimiliki tidak lengkap, pidana kurungan selama 3 bulan atau paling lama 1 tahun,
danpembayarandendasesuai denganundang-undang yang mengatur.
Kendaladan Solusi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak PidanaBalap
Liar

Keberhasilan peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidanabalap
liar di Kepolisian Resor Tegal Kota tidaklah semata — mata menyangkut

ditegakannya hukum yang berlaku. Adapun kendala yang mempengaruhi
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pelaksanaan peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di
KepolisianResor Tegal Kota, antaralain
1. Kendala
Kendala merupakan suatu kondisi dimana gejala atau hamabatan dan
kesusahan menjadi suatu penghalang tercapainya suatu keinginan yang akan
dicapai.”” Kendala merupakan keadaan dimana terdapat hambatan dalam
menangani kasus balap liar sehingga upaya penanggulangan belum dapat
dilakukan secara optimal sehingga bentuk pelanggaran atau tindak pidana
belum dapat diberantas secara utuh. Kendala yang dialami oleh pihak
Kepolisian Kota Tegal dalam menangani tindak pidana balap liar
berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti diantaranya
adalah’®:
a. RendahnyaTingkatKesadaran Hukum
Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga
masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya
apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan
terhadap hukum juga tidak tinggi - Rendahnya kesadaran hukum dapat
desebabkan oleh faktor internal yakni pendidikan, tanggungjawab, pola
pikir, dan ekonomi masyarakat yang rendah. Tingkat kesadaran hukum

Masyarakat Tegal untuk mematuhiaturanmasih sangatrnedah.

" Ruslan, Tati Fauziah, And Tuti Alawiyah, ‘Kendala Guru Dalam Menerapkan Penilaian
Autentik Di Sd Kabupaten Pide’, Jurnal l[lmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar\, Volume 1 N, 147-57
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Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran mengenai lalu
lintas. Salah satu hal sederhana yang dapat dilakukan seseorang dalam
menegakkan hukum adalah tertib berlalu lintas. Namun, apabila
pelanggaran lalu lintas masih terus dilakukan, maka pelanggaran
tersebut dapat menuju kepada pelanggaran yang lebih berat yang
mengakibatkan hukuman yang akan diterimaakan lebih berat] uga.80

b. Kemahiranjokiataubalapmotordalammeloloskandiri

Setiap pelaku joki memiliki kemampuan dan keberanian untuk
mengendarai kendaraannya dengan Kecepatan tinggi. Hal ini
menyebabkan anggota kepolisisan merasalah kesulitan dalam
pengejarandan penangkapan.

Adanya hal seperti ini menyebabkan apparat kepolisian hanya
dapat menangkap sebagian kecil dari beberapa joki saat apparat
kepolisian melakukan hunting dan pengincaran terhadap salah satu joki
tindak pidana balap liar. Kecepatan laju motor dapat dikarenakan
modifikasiyangtelahdiracang dan dibuatsebelumnyaolehpelakubalap
liar sehingga kendaraan dapat melaju dengan kecepatan diatas standar
kendaraan lain yangtidak dimodif.®*

c. Jumlahpelakuyangbanyak
Banyaknya pecinta dunia balap mengakibatkan pada saat

pelaksannan balap liar dipenuhi oleh penonton dan kelompok joki yang
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memenuhi jalan yang dijadikan sirkuit. Jumlah personil aparat
kepolisian yang bertugas penggerebekan dan razia tidak sepadan
denganjumah pelakuyangterlibatdalamkegiatanbalap liar. 82
2. Solusi
Solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan
atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. Tanpa adanya tekanan
yang dimaksud adalah adanya objektivitas dalam penentuan pemecahan
masalah dimana Solusi yang akan diaplikasikan tidak memaksa dan
berpedoman pada kaidah atau aturan yang ada. 8 Solusi yang digunakan
untuk kendalah kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dalam
menanggulangitindak pidanabalapliar di Kota Tegal diantaranya adalah®:
a. Melakukansosialisasi
Perlu diadakan peningkatan pelaksanaan penyuluhan dan
sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat secara merata khususnya
kalangan remaja yang berpotensi terpengaruh dengan balap liar karena
terdapat taruhan di dalamnya. Sosialisasi juga perlu dilakukan untuk
club-clubmotordan bengkel-bengkel motor™.

b. MelakukanRazia
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Aparat kepolisian dapat melakukan razia dan pecegatan pada
saat dilaksanakannya kegiatan tindak pidana balap liar. Pencegatan
dilakukanpadajalan yangberpotensidilewati oleh parapelakubalap liar
untuk melarikan diri. Dengan demikian para pelaku dapat tertangkap
dandiberikantindak lanjutdikantorpolisiterdekat.

c. Penambahanjumlahpersonel

Penambahan jumlah perosnel pada saat razia dan
penggerebekan tindak pidana balap liar sangat diperlukan. Hal ini
dikarenakan banyaknya jumlah pelaku yang terlibat dalam tindak
pidana balap liar berjumlah banyak masa. Jumlah personel aparat
kepolisian yang diterjunkan sangat terbatas untuk melakukan
penangkapan kepada seluruh pelaku yang terlibat.®

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi dalam
penanggulangan tindak pidana balap liar dapat dilakukan melalui
pendekatan internal dan pendekatan eksternal. Pendekatan internal
dilakukan melaui pengawasan orangtua terhadap aktivitas anaknya, dan
pendekatan eksternal dilakukan melalui kerja sama pihak berwenang seperti
kepolisian dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi
kepemudaan, organisasi pengaman desa setempat sehingga pemberantasan
tindak pidana balap liar akan berjalan dengan baik dan efektif dengan

terlibatnya banyak lapisn. Kesadaran diri pelaku untuk tidak melakukan

# Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoheh sebagai PS. KAURMINTU SATSAMAPTA
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tindak pidana balap liar juga sangat berpengaruh. Dengan demikian,

sosialisasitentangkesadaran hukumharuterus dilakukan.

UNISSULA
';E#M]éﬁwl e L?‘
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BABIV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas , maka penulis dapat
menyimpulkan sebagaiberikut:

1. Meningkatnya balap liar di Kota Tegal berasal dari faktor lingkungan
keluarga, lingkungan sosial, faktor ekonomi, dan faktor internal dari dalam
diripelaku. Faktor lingkungan keluarga meliputi kurangnyakasih sayang dan
pengawasan orangtua terhadap pelaku. Faktor lingkungan sosial yang
memperlihatkan kegiatan balap liar secara langsung yang memicu pelaku
meniru perilaku balap liar. Selanjutnya faktor ekonomi, tindak pidana balap
liar memberikan taruhan bagi yang menang akan mendapatkan hadiah berupa
uang, uang ini akan digunakan pelaku untuk mememnuhi kebutuhan hidup
sehari-harinya. Faktor internal meliputi keinginan dari dalam diri pelaku
mengenaikesenangan danhobinyadalam duniabalap.

2. Peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana balap liar di Kota
Tegal yakni dengan melakukan penegakan hukum yang berlaku, mengajak
masyarakat dan instansi terkait untuk saling bekerjasama dalam penanganan
tindak pidana balap liar. Kepolisian juga melakukan upaya preventif dengan
melakukan sosialisasi, workshop, penyuluhan kepada masyarakata yang
tinggal di sekitar lokasi balap liar dengan tema dampak negative balap liar
serta penjagaan pada tempat lokasi sekitar yang rawan terjadi balap liar.

Upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah upaya represif
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dengan menangkap pelaku balap liar memberikan hukuman dan sanksi, serta
pembinaan sesuai dengan hukum dan aturan yang telah dibuat.

Kendala yang dilakukan kepolisian Kota Tegal dalam menanggulangi tindak
pidana balap liar di Kota Tegal adalah rendahnya kesadaran hukum
masyarakat, kemahiran joki dalam mengendarai sepeda motor dengan
kecepatan tinggi, dan banyaknya jumlah pelaku yang mengikuti tindak
pidana balap liar yang tidak seimbang dengan jumlah polisi yang bertugas.
Solusi untuk menangani kendala dalam tidak pidana balap liar di Kota Tegal
adalah dengan melakukan sosialisiasi dengan merata, rutin melakukan razia,
serta penambahan jumlah personel untuk melakukan penangkapan dan

pemberiantindak lanjutpadapelaku.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap hasil penelitian ini

adalah sebagaiberikut:

1.

Pemerintah daerah Tegal diharapkan dapat mendirikan sirkuit yang
sebenarnya untuk lintasan balap sepeda motor, sehingga pelaku dapat
menyalurkan hobinya pada tempat yang sesuai dan tidak lagi menggunakan
jalanumumuntuk berbalapan denganteman-temannya.

Di dalam kelompok yang menyukai dunia balap, pelaku harus bergabung
dengan komunitas atau klub balap resmi dan berlatih di sirkuit untuk
menyalurkanhobinya.

Pihak orangtua pelaku balap liar diharapkan senantiasa memberikan anak

mereka perhatian dan pengawasan sehingga dapat mengelola aktivitas
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sehari-hari dan mengembangkan kebiasaan yang positif dan terhindar dari
perilaku yang menyimpang diantaranyaadalah balap liar.

Untuk petugas kepolisian diharapkan melakukan upaya yang lebih massif
untuk pencegahan balap liar termasuk patrol siang malam, pembubaran
kelompok premotor yang mencurigakan, pembubaran ketika terjadi balap
liar, sertapenagkapandanpenilanganpelaku.

Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menambahkan aspek pada kajian
yang ingin ditelusuri, memperbanyak jumlah narasumber untuk
mendapatkan informasi yang lebih akurat guna hasil yang lebih baik di masa

mendatang.
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